’

PENGARUH PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK DALAM MENCAPAI EFISIENSI
PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PT RAHAYU SENTOSA

Skripsi

’ Dibuat Oleh:

Irvan Budiman |
022105042

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR

NOVEMBER
2009

]



PENGARUH PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK DALAM
MENCAPAI EFISIENSI PEMBAYARAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 PADA
PT. RAHAYU SANTOSA

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Manajemen pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan
Bogor

Mengetahui,

L{f I"F'!I dkultas Ekonomi, Ketua Jurusan;
\ﬁ\ — 7 . =

a FAK,... .

( Prof. Eddy Mulyady,DR., MM. Drs.,Ak.) (Ketut S_un_arta,MM.,Drs.,Ak)




PENGARUH PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK DALAM MENCAPAI EFISIENSI
PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PT RAHAYU SENTOSA

Skripsi

Telah Disidangkan dan dinyatakan lulus

Pada Hari : Sabtu, Tanggal : 01/Mei/2010

Irvan Budiman

022105042

Menyetujui,

Pembimbing; Co Pembimbing;
An.
an.
(Soenarko, MM., Drs.,AK..) (Fauzi, MM.,SE.,Ak..)
Mengetahui;
Ketua Jurusan;

(Ketut Sunarta, MM., Drs., Ak.)




[T X

ABSTRAK

IRVAN BUDIMAN. NPM 022105042. Pengaruh Penerapan Perencanaan Pajak Dalam
Mencapai Efisiensi Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT.Rahayu Santosa.
Dibawah bimbingan : SOENARKO dan FAUZI.

Dalam sebuah perusahaan penerapan perencanaan pajak yang tepat akan
menghasilkan beban pajak yang efisien yang merupakan hasil dari perbuatan penghematan
pajak yang dapat diterima oleh fiskus dengan cara melakukan penghematan pajak secara
legal, tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensikan jumlah
pajak yang akan dibayar. Perencanaan pajak yang dilakukz * oleh wajib pajak dalam rangka
mengefisiensikan pembayaran pajaknya dapat dilakukan dengan cara penghindaran pajal
yang merupakan satu-satunya cara yang legal yang dapat ditempuh oleh wajib pajak dalam
rangka mengefisiensikan pembayaran pajaknya.

Penghematan pajak atau efisiensi pajak dapat diperoleh, yaitu dengan mengelola
kewajiban pajak secara efektif, permasalahan yang terjadi pada PT Rahayu Santosa adalah
penerapan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 belum optimal dalam menetapkan
komponen pengenaan pajak (tax of object) pada perusahaan. Berdasarkan latar belakang dan
identifikasi masalah yang ada maka tujuan dari penelitian ini, yaitu: untuk mengetahui
penerapan perencanaan pajak, untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mencapai
efisiensi pajak penghasilan pasal 21 dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh
penerapan perencanaan pajak dalam mencapai efisiensi pembayaran pajak penghasilan pasal
21

Metode yang digunakan adalah studi kasus yaitu n :tode penclitian yang mendalam
tentang suatu aspek lingkungan sosial termasuk didalamnya. Prosedur pengumpulan date
yaitu riset kepustakaan dan riset lapangan dan metode analisis yang digunakan penulis adalah
deskriptif kuantitatif (non statistik) ‘

Dari hasil pembahasan penulis lakukan, penulis mengambil kesimpulan pada
perusahaan, penerapan perencanaan pajak untuk pajak penghasilan pasal 21 belum dijalankan
dengan baik, karena dalam perencanaan pajaknya tidak semua pemberian tunjangan kepada
karvawan dalam uang masih ada yang dalam bentuk natura yaitu tunjangan pangan dan
tunjangan kesehatan. Upaya yang dilakukan perusahaan dalam memperoleh efisiensi yaitu
dalam hal penyeloran yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu perusahaan terlalu cepat yaitu
tanggal 15 Maret 2008 jika penyetoran dilakukan pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 25
Maret 2008 maka uvang tersebut masih bisa digunakan untuk keperluan lain.

Perusahaan melakukan penerapar perencanaan pajak dengan memberikan tunjangan
dalam bentuk uang seperti tunjangsn cuti, tunjangan transpert, dan tunjangan premi asuransi
Dari jumlah tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang dan tunjangan yang diberikai
dalaim bentuk natura memperoleh selisih sebesar Rp. 11.013.046,00. Penerapan perencanaan
pajak dalam mencapai efisiensi PPh Pasal 21 belum dijalankan secara optimal sehingga
berpengarub  terhadap pajak  penghasilan  badan. Perusahaan melakukan penerapan
perencanaan pajak dengan memberikan berbagai tunjangan dalam bentuk natura yaitu
pengadaan poliklinik di perusahaan, apabila tunjangan tersebut dialihkan menjadi tunjangan
dalam bentuk uang. Maka perusahaan dapat menghemat pajak sebesar Rp.25.849.019,00.

Saran yang dapat diberikan olch penulis adalah PT Rahayu Santosa agar merubah
tunjangan kesehatan yang diberikan dalam bentuk natura. yaitu pengadaan poliklinik diubah
menjadi tunjangan yang diberikan dalam bentuk vang. Dan agar perusahaan membayar pajak
pada saat tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 25 Maret 2008 bukan pada tanggal |5 Maret
2008 agar perusahaan bisa menggunakan uang tersebut untuk keperluan lainnya bagi
perusahaan. bahkan jika uang ters: out disimpan di bank, a.amsi bunga 10% pertahun maks
dalamy waktu 10hari perusahaan akan memperoleh bunga sebesar Rp. 895.279.00 ‘
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung secara
terus menerus untuk dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material
dan spiritual, untuk merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak
memperhatikan masalah pembiayaan. Salah satu usaha mewujudkan
kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali
sumber dana yang berasal dari negeri yang berupa pajak. Pajak merupakan
penghasilan bagi negara tanpa menimbulkan kewajiban bagi negara secara
langsung terhadap wajib pajak dimana hasil pungutan pajak tersebut
digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan untuk pembangunan.

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang merupakan salah satu sumber
penerimaan negara yang berasal dari pendapatan rakyat, perlu diatur dengan
undang-undang yang dapat memberikan kepastian hukum sesuai kehidupan
dan negara demokrasi Pancasila. Undang-undang pajak penghasilan ini
mengatur materi pengenaan pajak dasarnya menyangkut subjek pajak, objek
pajak, dan tarif pajak. Sedangkan tata cara pemungutannya diatur dalam
undang-undang tersendiri dalam rangka mewujudkan keseragaman sehingga
mempermudah masyarakat untuk mempelajari, memahami dan mematuhi.

Tujuan dari penyederhanaan ini sebagaimana telah dikemukakan

sebelumnya, adalah untuk mempermudah masyarakat mempelajari,




memahami, dan mematuhinya. Dalam penyederhanaan struktur tarif dan
bersifat progresif, artinya semakin tinggi penghasilan semakin tinggi tarif
pajak untuk penghasilan pribadi atau perseorangan. Pemberlakuan undang-
undang yang baru ini dimaksudkan agar pelaksanaan administrasi perpajakan
semakin dipahami oleh wajib pajak dan tidak berbelit-belit.

Sistem self assesment yang juga dianut Undang-Undang baru ini.
Dengan demikian keberhasilan pelaksanaan perundang-undangan perpajakan
tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, akan tetapi juga menjadi
tanggung jawab masyarakat dan dunia usaha. PT. Rahayu Santosa merupakan
perusahaan industri yang bergerak dibidang pembuatan body bus perusahaan
ini melakukan aktivitas perusahaan secara terus menerus atau reguler.
Permasalahan yang terjadi PT Rahayu Santosa adalah penerapan perencanaan
Pajak Penghasilan Pasal 21 belum optimal dalam menetapkan komponen
pengenaan pajak (fax of object) pada karyawan perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mencoba
membahas sebuah makalah yang berjudul “Pengaruh Penerapan Perencanaan
Pajak Dalam Mencapai Efisiensi Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21

pada PT. Rahayu Santosa”.




1.2

L.3.

Perumusan dan Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, penulis ingin
mengetahui apakah perencanaan sudah berjalan dengan baik sehingga dapat
mengefisiensi pembayaran Pajak Pasal 21.
Berdasarkan uraian tersebut maka penulis mengidentifikasikan
beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana penerapan perencanaan pajak pada PT.Rahayu Santosa?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan PT.Rahayu Santosa dalam mencapai
efisiensi Pajak Penghasilan Pasal 217
3. Bagaimana pengaruh penerapan perencanaan pajak dalam upaya
memperoleh efisiensi Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT.Rahayu

Santosa?

Maksud dan Tujuan

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan penulis
serta memperoleh data dan informasi mengenai Pengaruh penerapan
perencanaan pajak dalam memperoleh efisiensi pajak penghasilan pasal 21

pada PT.Rahayu Santosa. Sebagai dasar penyusunan skripsi.



Adapun tujuan yang dikehendaki oleh penulis adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui penerapan perencanaan pajak pada PT.Rahayu Santosa.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan PT Rahayu Santosa dalam
mencapai efisiensi Pajak Penghasilan Pasal 21.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan perencanaan pajak dalam upaya
memperoleh efisiensi Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT.Rahayu

Santosa.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:
|. Kegunaan Teoritis

a. BagiPenulis
Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah
wawasan penulis dalam mengembangkan ilmu yang dimiliki, serta
sebagai suatu bentuk perbandingan antara teori dan aplikasi di
masyarakat.

b. Bagi pembaca
Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah
wawasan pembaca mengenai Pengaruh Penerapan Perencanaan
Pajak Dalam Mencapai Efisiensi Pembayaran Pajak Penghasilan
serta dapat dijadikan suatu gambaran bagi peneliti dalam

penulisan makalah yang sama.




2. Kegunaan praktis
Dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan dan saran
yang bermanfaat bagi manajemen pada PT.Rahayu Santosa sebagai
perbandingan antara praktek perusahaan dengan teori yang ada serta

dalam pengembangan usahanya dimasa yang akan datang.

2.1. Kerangka Pemikiran dan paradigma penelitian
2.1.1. Kerangka Pemikiran
Sesuai dengan ketentuan pasal 21 Undang-Undang Pajak

Penghasilan No.7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang No.36 tahun 2008 mengatur tentang
pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak
atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam
negeri sehubungan dengan pekerjaan jasa, dan kegiatan. Waluyo
(2008, 2) menyatakan bahwa:

“Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat
dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib pajak
pembayarannya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak
mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat
ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran  umum berhubungan dengan
tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah”

Sistem pajak mungkin akan berubah jika situasi sosial politik
suatu Negara berubah, peraturan perpajakan yang berlaku pada saat ini
perlu dicermati hanya untuk memahami bagaimana perpajakan
mempengaruhi  keputusan bisnis. Setiap perusahaan yang akan

membayarkan pajak berapapun besarnya harus melakukan

perencanaan pajak.



Dalam perancangan ulang struktur tingkat pajak, khususnya
orang pribadi dengan cara menurunkan tarif pajak terendah, karena
pemerintah ingin memperluas jumlah wajib pajak, yang rata-rata
berpendapatannya tinggi tarif pajaknya ditingkatkan juga sehingga
tarif yang baru lebih progesif dan diharapkan lebih bisa memberikan
keadilan, perubahan ini harus diperhatikan dalam membuat
perencanaan pajak supaya dapat efektif dan efisiensi. Efisiensi
merupakan perbandingan output terhadap input, atau jumlah output
perunit terhadap input. Mohammad Zain (2007,67) menyatakan
bahwa:

Perencanaan  pajak  adalah  merupakan tindakan

penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi

pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap
transaksi yang ada konskuensi pajaknya”. -

Perencanaan  pajak melalui penghindaran  pajak dan '
penghematan pajak merupakan satu-satunya cara legal yang dapat
ditempuh oleh wajib pajak dalam rangka mengefisiensikan
pembayaran pajaknya. Mohammad Zain (2007,45) menyatakan bahwa
“penghindaran pajak merupakan usaha meminimalkan beban pajak
dengan penggunaan-penggunaan alternatif yang real dan dapat
diterima oleh fiskus”.

Dari pernyataan diatas secara sepintas terlihat ada kesamaan
antara penghematan pajak dan penghindaran pajak, tetapi

sesungguhnya secara teoritis kedua hal tersebut dapat dibedakan.

o



Mohammad Zain (2007,51) menyatakan bahwa penghematan
pajak adalah usaha memperkecil jumlah utang pajak yang tidak dalam
ruang lingkup pemajakan.

Dapat dikatakan bahwa perencanaan yang efektif tidak
bergantung kepada seseorang ahli pajak yang profesional, akan tetapi
sangat tergantung kepada kesadaran dan keterlibatan para pengambil
keputusan akan adanya kewajiban pajak yang melekat pada setiap
wajib pajak.

Penyusunan perencanaan pajak yang sesuai adalah dengan
strategi mengefisiensikan beban pajak (penghematan pajak) yang akan
dilakukan perusahaan haruslah bersifat legal, supaya tidak dapat
menghindari sanksi-sanksi pajak dikemudian hari. Secara umum
penghematan pajak menganut prinsip least o least, yaitu membayar
dalam jumlah seminimal mungkin dari pada waktu terakhir yang
masih diizinkan oleh undang-undang dan peraturan perpajakan.

Perencanaan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dalam
rangka mengefisiensikan pembayaran pajaknya dapat dilakukan
dengan cara pengakuan beban dan penghasilan, pemenuhan kewajiban
pajak dengan tepat sesuai dengan UU perpajakan yang berlaku yaitu
perhitungan penghasilan  bruto, perhitungan biaya yang dapat

dikurangi dan perhitungan biaya yang tidak dapat dikurangi.




Untuk mencapai efisiensi dalam pembayaran pajak penghasilan
pasal 21, sebaiknya perusahaan melakukan hal-hal sebagai berikut:
Pertama, Perhitungan pajak dengan benar agar tidak terjadinya pajak
kurang bayar atau lebih bayar, perhitungan pajak harus sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Kedua,
penyetoran pajak yaitu membayar pajak tepat waktu. Ketiga,
pelaporan dengan menyampaikan dan mengisi Surat Pemberitahuan
(SPT) dengan benar. Suatu penerapan perencanaan pajak yang sudah
ditetapkan oleh perusahaan harus dilaksanakan agar tidak terjadi
penyimpangan dalam melakukan kewajiban perpajakannya, jika
penerapan perencanaan pajak sudah tidak sesuai dengan kondisi yang
dihadapi perusahaan, maka harus segera ditinjau kembali dan
dilakukan langkah-langkah perbaikan atas perencanaan pajak yang
ada.

Jadi, penerapan perencanaaan pajak mempunyai peranan penting
dalam mencapai efisiensi pajak penghasilan pasal 21, karena efisiensi
merupakan salah satu tujuan dari perencanaan pajak dalam suatu
perusahaan melalui pengalihan pemberian dalam bentuk natura ke

dalam bentuk tunjangan.



2.1.2. Paradigma Penelitian

PT.RAHAYU
SANTOSA

Penerapan Perencanaan Pajak
Penghasilan Pasal 21 belum optimal
dalam menetapkan komponen
pengenaan pajak (fax of object) pada

perusahaan
|

X

'

Dalam mencapai efisiensi
Pajak penghasilan pasal 21

Perencanaan pajak Pajak penghasilan
Pasal 21
h 4
Sub Variabel: Sub Variabel:

e Pengakuan beban e Perhitungan PPh
dan penghasilan Pasal 21

¢ Pemenuhan e Penyetoran PPh
kewajiban pajak Pasal 21
dengan tepat sesuai e Pelaporan dengan
dengan UU Memenuhi SPT
perpajakan yang
berlaku

Hipotesis :
Penerapan Perencanaan pajak
Mempunyai peran penting

A

Metode Analisis :
Deskriptif Kuantitatif
(non statistik)

Gambar 1
Paradigma Penelitian
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2.1.3 Hipotesis penelitian

Hipotesis merupakan asumsi atau dugaan sementara tentang suatu
hal yang dibuat untuk menjelaskan sesutau hal yang sering dituntut
untuk melakukan pengecekan atau kebenarannya harus diuji secara
empiris.

Ada pun hipotesis dari permasalahan yang diangkat yaitu:

1. Penerapan Perencanaan Pajak pada PT. Rahayu Santosa belum
berjalan dengan baik.

2. Upaya mengefisiensikan Pajak Penghasilan Pasal 21 belum efisien.

3. Penerapan Perencanaan Pajak dalam efisiensi beban pajak
penghasilan pasal 21 pada PT. Rahayu Santosa belum berjalan

dengan baik.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perpajakan
2.1.1 Pengertian Pajak
Apabila membahas pengertian pajak, banyak para ahli
memberikan batasan atau definisi tentang pajak, diantaranya
pengertian pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. P. J. A. Andiani
yang dikutip dalam buku waluyo dalam bukunya Perpajakan
Indonesia yaitu:
Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat
dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak dengan
membayarnya menurut peraturan — peraturan, dengan
tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat
ditunjuk, yang gunanya adalah untuk membiayat '
pengeluaran — pengeluaran umum berhubung dengan

tugas negara menyelenggarakan pemerintah. (Andiani, |
2008, 2).

Sedangkan pengertian pajak yang dikutip oleh Tulis S,
Meliala dalam bukunya Perpajakan dan Akuntansi Pajak Edisi Tiga
yaitu:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara

berdasarkan Undang — undang sebagai perwujudan

pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai
negara dan pembangunan nasional. (S, Meliala,2006, 4)

Sedangkan pengertian pajak menurut Prof. Dr. Racmat
Soemitro, SH dalam buku Akuntansi Perpajakan Terapan yang
disusun oleh Yusdiantoro Prabowo adalah:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara

berdasarkan Undang — undang (yang dapat dipaksakan)

11
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dengan tiada mendapat jasa timbal balik

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan

yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

(Racmat Soemitro, 2006, 7)

Pajak merupakan masalah keuangan negara dan sebagai
sumber penerimaan Negara untuk membiayai pengeluaran rutin
dan juga untuk membiayai pembangunan. Dengan demikian,
terlihat jelas bahwa pajak memiliki sasaran yang dituju yaitu untuk
memberikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara
merata. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak
memiliki unsur — unsur:

1. Turan dari rakyat kepada negara
2. Berdasarkan Undang - undang
3. Tanpa jasa timbal balik.
2.1.2. Fungsi Pajak
Dalam buku Perpajakan Edisi 2 yang dikemukakan oleh
Erly suandy Fungsi pajak terbagi menjadi beberapa bagian,
diantaranya sebagai berikut:
1. Fungsi Budgetair (Finansial)
Fungsi budgetair (finansial) yaitu memasukkan uang sebanyak
— banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai
Pengeluaran — pengeluaran negara.
2. Fungsi Reguler Fungsi regulerend (fungsi mengatur)

Yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur dan

melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi,
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sosial maupun politik dengan tujuan tertentu. (Erly Suandy,
2008, 16)
Sedangkan fungsi pajak menurut Yusdianto Prabowo dalam

bukunya Akuntansi Perpajakan Terapan yaitu :

1. Fungsi Budgetair
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai
pengeluaran — pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur i
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan }
kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. '
(Yusdianto Prabowo, 2006, 2)

2.1.3. Pengelompokan Pajak
Dalam buku Perpajakan, yang dikemukakan oleh Mardiasmo

pada dasarnya pengelompokan pajak terbagi menjadi tiga bagian I

antara lain sebagai berikut :

1. Menurut Golongannya.

a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh
wajib pajak dan tidak dapat dibedakan atau dilimpahkan
kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan

b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

o
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2. Menurut Sifatnya

a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau
berdasarkan pada subyek, dalam arti memperhatikan
keadaan diri wajib pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan.

b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada obyeknya, ‘
tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. ‘
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutannya

a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipu;lgut oleh pemerintah
pusat dan digunakan untuk membiayai Rumah Tangga
Negara.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN & PPnBM),
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah
Dacerah dan digunakan untuk membiayai Rumah Tangga
Dacrah.

e  Pajak Propinsi (Pajak Daerah Tingkat I), contoh : Pajak
Kendaraan bermotor dan Kendaraan di atas Air, Pajak

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

]
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e Pajak Kabupaten / Kota (Pajak Daerah Tingkat II),
contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan,
Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan. (2008, 6)
Sedangkan menurut Yusdianto Prabowo dalam bukunya
Akuntansi Perpajakan Terapan pengelompokan pajak adalah
sebagai berikut :
1. Menurut Golongannya
a. Pajak Langsung
Yaitu pajak yang dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak
dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).
b. Pajak Tidak Langsung
Yaitu pajak yang pada akhimya dapat dibebankan atau
dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut Sifatnya

a. Pajak Subyektif

Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada
subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib
pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).
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b. Pajak Obyektif
Yaitu pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa
memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM.
3. Menurut lembaga pemungutnya.
1. Pajak Pusat
Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan ‘
digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Negara. i
2. Pajak Daerah ‘
Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan !
digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Daerah. |
Contoh : Pajak Daerah Tingkat I, Pajak Kendaraan ‘
Bermotor, BBM Kendaraan Bermotor, Pajak Daerah tingkat
I1, Pajak Pembangunan I, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak
Asing. (Mardiasmo, 2006, 6)
2.14. Kewajiban Perpajakan
Mengingat betapa pentingnya peran masyarakat untuk
membayar pajak dan peran sertanya menanggung pembiayaan
negara, maka masyarakat dituntut kesadarannya untuk memenuhi
kewajiban perpajakan. Menurut Mardiasmo dalam bukunya
Perpajakan Kewajiban Perpajakan antara lain adalah :
1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.

2. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.

]
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3. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan
memasukan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu
yang ditentukan.

4.  Menyelenggarakan pembukuan / pencatatan,

5.  Jika diperiksa Wajib :

a.  Memperhatikan dan meminjamkan buku atau catatan,
dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain
yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh,
kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau
objek yang terhutang pajak.

b.  Memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau
ruangan yang dipandang perlu dan memberikan
bantuan guna kelancaran pemeriksaan,

6. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan,
pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta,
Wajib Pajak terkait oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan
maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh
pemerintah untuk keperluan pemeriksaan. (Mardiasmo, 2008,
37)

Sedangkan kewajiban perpajakan menurut Yusdianto

Prabowo dalam bukunya Akuntansi Perpajakan Terapan yaitu :

1. Kewajiban Mendaftarkan diri
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Setiap wajib pajak berkewajiban mendaftarkan diri pada
kantor Direktorat Jenderal Pajak dan kepadanya akan
diberikan NPWP.

Kewajiban Menyampaikan Surat Pemberitahuan

Setiap Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan
(SPT) kepada Kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk
melaporkan, perhitungkan, dan atau pembayaran pajak
terhutang menurut ketentuan peraturan Perundang—undangan
perpajakan.

Kewajiban Membayar Sendiri Pajak Yang Terhutang

Dalam sistem self assesment yang dianut dalam kebijakan
perpajakan, wajib pajak berkewajiban menghitung, menyetor
dan melaporkan jumlah pajak yang terhutang dalam suatu
Masa atau Tahun pajak, melalui SPT.

Kewajiban Menyelenggarakan Pembukuan

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha
atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia
wajib menyelenggarakan pembukuan. Bagi wajib pajak orang
pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
yang menurut ketentuan perundang-undangan pajak
diperbolehkan menghitung penghasilan netto dengan
menggunakan norma perhitungan penghasilan netto, dan
wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan pekerjaan

kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, dikecualikan dari
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kewajiban menyelenggarakan pembukuan. Bagi yang

dikecualikan tersebut tetap berkewajiban menyelenggarakan

pencatatan. (Yusdianto Prabowo2006, 13)

2.2 Perencanaan Pajak
2.2.1. Pengertian Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dari manajemen
pajak, keberhasilan pencapaian tujuan efisiensi ditentukan pada
tahap perencanaan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak
(tax planning) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak,
dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan
melalui perencanaan pajak, namun perlu diingat bahwa legalitas
perencanaan pajak tergantung dari instrumen yang dipakai,
legalitas dapat diketahui secara pasti setelah ada keputusan dari
pengadilan.

Pengertian perencanaan pajak menurut Erly Suandy dalam

bukunya Perencanaan Pajak adalah sebagai berikut :

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam
manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan
pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan
perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan
penghematan pajak yang akan dilakukan. (Erly Suandy,
2008, 6)

Sedangkan  pengertian  Perencanaan Pajak  menurut
Mohammad Zain dalam bukunya Manajemen Perpajakan.
Perencanaan pajak (tax planning) adalah proses
mengorganisasi wajib pajak atau kelompok wajib pajak
sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak

penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam
posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini

]
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dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan- peraturan

perundang-undangan  perpajakan maupun  secara

komersial. (Mohammad Zain, 2008, 43)

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa.

Perencanaan pajak adalah proses merekayasa usaha dan

transaksi wajib pajak supaya hutang pajak berada dalam

jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai
peraturan perpajakan.
2.2.2. Motivasi Dilakukannya Perencanaan Pajak

Wajib pajak akan melaporkan seluruhnya penghasilan secara
jujur, dan membayarkan pajak penghasilannya seefisien mungkin.
Penghematan yang dilakukan oleh wajib pajak tidak boleh
melanggar peraturan Perundang-undangan perpajakan yang
berlaku.

Menurut Erly Suandy dalam bukunya Perencanaan Pajak
Motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak
(fax planning) umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan,
yaitu :

a. Kebijakan perpajakan (fax policy)
Yaitu kebijakan perpajakan merupakan alternatif dari berbagai
sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan, dari

berbagai aspek terdapat faktor-faktor yang mendorong

dilakukannya suatu perencanaan pajak yaitu :
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[y

. Pajak apa yang dipungut.

[\

. Siapa yang akan dijadikan subjek pajak.

[P

. Apa saja yang merupakan objek pajak.
4, Berapa besar tarif pajak.
5. Bagaimana prosedurnya.

b. Undang-undang perpajakan (tax law)
Kenyataan menunjukan bahwa dimanapun tidak ada undang-
undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna,
oleh karena itu, dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh
ketentuan-ketentuan lain (Peraturan Pemerintah, Keputusan
Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, dan Keputusan
Jenderal Pajak).

c. Administrasi perpajakan (tax administration)
Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah
untuk memaksimalkan laba setelah pajak (offer tax return)
karena pajak ikut mempengaruhi pengambilan keputusan atas
suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan

investasi melalui analisis yang cermat dan pemanfaatan

peluang atau kesempatan yang ada dalam ketentuan peraturan
yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk memberikan
perlakuan yang berbeda atas objek yang secara ekonomi
hakikatnya sama (karena pemerintah mempunyai tujuan lain
tertentu) dengan memanfaatkan :

a. Perbedaan tarif pajak (tax rates)

]
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b. Perbedaan perlakuan atas objek pajak sebagai dasar
pengenaan pajak (fax base)

c. Loopholes, shelter, dan havens (Erly Suandy, 2008, 11-13)

Sedangkan menurut Mohammad Zain dalam bukunya
Manajemen Perpajakan. Motivasi untuk dilakukan perencanaan
pajak pada dasarnya didorong oleh dua ketentuan dalam ketentuan
peraturan Perundang-undangan perpajakan, yaitu :

1. Menyangkut masalah Pajak Penghasilan itu sendiri yang bukan
merupakan biaya yang fiskal dapat dikurangkan dalam
menentukan Penghasilan Kena Pajak (pasal 9 ayat (1) huruf h
UU PPh). Sebagai konsekuensinya, apabila terdapat
pengurangan pembayaran PPh, maka tidak akan terjadi
penurunan dalam jumlah biaya fiskal yang dapat dikurangkan
dan oleh karena itu juga tidak akan menimbulkan kenaikan
Penghasilan Kena Pajak. Pengurangan pembayaran PPh
tersebut, yang juga merupakan jumlah pajak yang dapat
dihemat, hanya akan meningkatkan laba setelah pajak. Berbeda
dengan aktivitas mencari laba/menambah penghasilan, suatu
perencanaan pajak hanya akan mencarikan keuntungan yang
sama sekali tidak termasuk dalam ruang lingkup pengenaan PPh.

2. Menyangkut kemungkinan dapat dikurangkan biaya yang ada
kaitanya dengan penentuan besarnya pajak yang terutang, yang

dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan
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disebut sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih dan
memelihara penghasilan (pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh) oleh
karena perencanaan pajak terkait dengan penentuan besarnya
pajak yang terutang, maka biaya yang dikeluarkan untuk
perencanaan pajak tersebut, merupakan biaya yang fiskal dapat
dikurangkan. (Mohammad Zain, 2008, 60)
2.2.3. Perencanaan Pajak Untuk Mengefisiensikan Beban Pajak
Secara umum penghematan pajak menganut prinsip the least
and latest, yaitu membayar dalam jumlah seminimal mungkin dan |
pada waktu terakhir yang masih diizinkan oleh Undang-undang dan
peraturan perpajakan. Menurut Erly Suandy dalam bukunya
Perencanaan Pajak. Untuk mengefisiensikan beban pajak tersebut ‘
dari berbagai literatur dapat dijabarkan sebagai berikut :
a. Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan |
hukum yang tepat sesuai dengan kebutuhan jenis usaha. |
b. Memilih lokasi yang akan didirikan.
c. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal
mungkin dari berbagai pengecualian, potongan dan
pengurangan atas Penghasilan Kena Pajak yang diperbolehkan
oleh Undang-undang.
d. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha sehingga diatur
mengenai tarif pajak yang menguntungkan masing-masing

badan usaha.

]
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e. Mendirikan perusahaan ada yang sebagai Profit Center dan ada
yang hanya berfungsi sebagai Cost Center.

f.  Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang
atau natura dan kenikmatan, dapat sebagai salah satu pilihan
untuk menghindari lapisan tarif maksimum.

g. Memilih metode persediaan. Ada metode penilaian persediaan
yang diizinkan oleh peraturan perpajakan, yaitu metode rata-
rata dan metode FIFO.

h. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan. Untuk itu |

Wajib Pajak harus jeli untuk memperoleh informasi mengenai
pembayaran pajak yang dapat dikreditkan. :
i. Penundaan pembayaran kewajiban pajak dapat dilakukan ‘
dengan cara melakukan pembayaran pada saat mendekati
tanggal jatuh tempo. l
j. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang |
berlaku. (Erly Suandy, 2008, 119).
Sedangkan menurut Mohammad Zain dalam bukunya
Manajemen Perpajakan. Penghematan atau efisiensi pajak juga
dapat dilakukan melalui perencanaan pajak antara lain :
1. Menetapkan sasaran atau tujuan menajemen pajak, yang
meliputi :
a) Usaha-usaha mengefisiensikan beban pajak yang masih
dalam lingkup perpajakan dan tidak melanggar ketentuan-

ketentuan Perundang-undangan perpajakan.

]
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b) Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar
dari pengenaan sanksi-sanksi administrasi maupun sanksi
pidana, seperti bunga kenaikan, dendan hukum kurungan atau
penjara.

¢) melaksanakan secara efektif segala ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan
pelaksanaan pemasaran, pembelian dan fungsi keuangan,
seperti pemotongan dan pemungutan pajak (PPh pasal 21,
pasal 22 dan pasal 23)

2. Situasi sekarang dan identifikasi pendukung dan penghambat
tujuan yang terdiri dari:

a. Identifikasi faktor lingkungan perencanaan pajak jangka
panjang.Faktor ini umumnya memiliki sifat yang permanen
yang secara eksplisit terdapat dan melekat pada ketentuan

perundang-undangan perpajakan. Faktor tersebut merupakan

parameter-parameter yang berpengaruh terhadap perencanaan
jangka panjang.

b. Etika kebijakan perusahaan dan ketentuan yang jelas
mengenai fungsi dan tanggung jawab manajemen perpajakan
serta memiliki manual tentang ketentuan dan tata cara
manajemen perpajakan yang berlaku bagi seluruh personil

perusahaan.

|
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c. Strategi dan perencanaan pajak yang terintegrasi dengan
perencanaan perusahaan,baik perencanaan perusahaan jangka
pendek maupun jangka panjang.

3. Pengembangan rencana atau perangkat tindakan untuk mencapai
tujuan dilakukan antara lain dengan cara mengadakan:

1. Sistem informasi yang memadai dalam kaitannya dengan
penyampaian perencanaan pajak kepada para petugas yang
memonitor  perpajakan  dan  kepastian  keefektifan
pengendalian pajak penghasilan dan pajak-pajak lainnya yang
terkait, seperti pencantuman masalah-masalah perpajakan
dalam setiap kontrak bisnis sehingga tidak terjadi
pelanggaran  ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan. Hal-hal tersebut sangat erat kaitannya dengan
sistem akuntansi perusahaan. (Mohammad Zain, 2008, 70-71)

2.3.  Efisiensi Pajak Penghasilan Pasal 21
2.3.1. Pengertian Efisiensi
Untuk mengefisiensikan kewajiban pajak dapat dilakukan
dengan berbagai cara, baik yang memenuhi peraturan perpajakan
maupun yang melanggar peraturan perpajakan, akan tetapi untuk
mengefisiensikan beban pajak yang dilakukan oleh perusahaan
haruslah bersifat legal, agar dapat menghindari sanksi-sanksi di

kemudian hari.
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Menurut Chuck William (2006, 6) dalam buku Manajemen,
efisiensi didefi